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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penyusun dapat
memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan tindakan diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam
penyelesaian tindak pidana perzinahan di Polres Lombok Barat yakni dengan
cara kekeluargaan atau proses perdamaian dimana pihak kepolisian
melakukan mediasi sehingga diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak
yakni pelaku dan korban atau penyelesaian dengan cara non-ligitasi
(penyelesaian di luar pengadilan). Di samping itu, pihak terlapor juga diminta
untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.
Apabila dikemudian hari ternyata pelaku kembali melakukan tindak pidana
tersebut, maka pelaku tidak akan melalui proses mediasi lagi, tetapi perkara
akan langung di tindak lanjuti ke tingkat pengadilan. Hal ini perlu dilakukan
agar pihak terlapor ataupun masyarakat lainnya, tidak berlindung dibalik
itikad baik kepolisian melalui diskresinya untuk berbuat sesuatu yang
melanggar hukum. Adapun jumlah kasus tindak pidana perzinahan yang
ditangani oleh pihak penyidik PPA Polres Lombok Barat sebanyak 13 kasus
dan semua kasus tindak pidana perzinahan tersebut diselesaikan dengan cara

non-ligitasi (di luar pengadilan).
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2. Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam penyelesaian perkara
tindak pidana perzinahan dengan menggunakan tindakan diskresi di Polres
Lombok Barat yaitu berupa kendala intern maupun ekstern. Kendala intern
berupa kendala struktural, kurang optimalnya profesioilitas dan keahlian polisi
dan masih lemahnya penegakan hukum, serta oknum aparat, sedangkan
kendala eksternal berupa pemahaman masyarakat yang kurang terhadap
diskresi yang dilakukan oleh polisi.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penyusun
memberikan ide berupa saran sebagai berikut:

1. Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi bertujuan demi efisiensi dan
efektifitas dalam Sistem Peradilan Pidana, sekalipun kewenangan diskresi
yang dimilikinya begitu luas, namun dalam melaksanakan kewenangan
tersebut polisi tidak boleh sewenang-wenang, tetapi hendaknya tetap dalam
batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum.

2. Masyarakat diharapkan untuk memahami bahwa kewenangan diskresi
memang diberikan oleh hukum kepada polisi di dalam lingkup tugasnya,
tetapi dalam batas-batas yang ditentukan hukum, jadi bukan berarti polisi
yang melakukan diskresi adalah polisi yang tidak menegakkan hukum dan

malah melawan hukum.
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